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Abstrak

Sistem Pembayaran Upah yang layak sangat diharapkan oleh setiap orang
yang melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri
sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarganya.Begitupun dengan seorang
pekerja mengharapkan upah yang layak sesuai dengan harapan setelah
melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem Pembayaran Upah Pekerja
saat ini, dalam prakteknya masih belum sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Pemerintah dani’ lebih didasarkan atas perjanjian kerja
antara Pekerja dan Perusahaan.Sistem Pembayaran Upah disesuaikan
dengan kemampuan perusahaan untuk keberlanjutan dan hubungan
kerja antara pekerja dan pengusaha di perusahaan. Sistem Pembayaran
Upah Yang Layak kepada Pekerja sesuai dengan Tujuan Negara dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945 Alibea Ke-Empat, Dasar Negara Pancasila
sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima dan Pasal 27 Undang-undang
Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan upah
yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan kemampuan
dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Pembayaran upah yang layak
terhadap pekerja harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum
sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Upah, Pekerja, Keadilan.

Pendahuluan

Dalam hubungan kerja salah satu aspek “krusial “ yang acap kali dipermasalahkan
antara buruh dengan pengusaha serta Pemerintah “ in casu Disnaker, Gubernur
atau Bupati/Walikota dan Dewan pengupahan” adalah persoalan “upah”.Hal ini
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